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ABSTRACT
Legal aid is a kind of service on legal or law matter given by a profe-
ssional lawyer without any financial payment to those undercapacited
people, which service or favour is considered as professional ethic. The
presence of a professional lawyer through accompanying the suspected
on criminal case during the criminal justice process, either on the
investigation process by police or on court process. The presence of the
professional lawyer a long the process of criminal justice system most
important either procedural or substantially, by giving explanation of the
citizen rights that being suspected dan monitoring the investigation
exercised by the police in order to perform the process proportional, fair

and just, dan prevent any arbitrary action.

Kata kunci: bantuan hukum, sistem peradilan pidana, alasan penghapus
pidana

PENDAHULUAN

Suatu perigiwa yang dikend denganidtilah kegjahatan atautindak pidana,
dapat terjadi di luar kehendak atau keinginan seseorang yang kemudian dianggap
sebagai pelakunya. Atas keterlibatannya sebagai pelaku tindak pidana,
Seseorang dapat dikenal atau dijatuhi sanks berupapidana tertentu. Terjadinya
peristiwa, kemudian berlanjut padapemeriksaan perkaranyadi kepolisian
dan pengadilan, sangat mungkin beradadi luar ndar atau pemahaman orang-
orangyangterlibat itu.

Keadaan semacamini menjadi lasanrasiona perlunyaseseoranglain
atau pihak yang dapat memberikan bantuan hukum secaraprofesiona untuk
membuat proses hukum yang berlangsung menjadi lebih transparan,
proporsional, fair, dan adil. Bantuan hukum secara profesional ini dapat
dimintakan kepadaahli-ahli hukum profesiona, yang menjalankan pekerjaan
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itu sebagal suatu bentuk profes atau okupas, ataupun yang menja ankan fungs
itumelaui lembagaatau biro konsultas dan bantuan hukum.

Dalam kontekspel aksanaan fungs ini, tangga 9 Juni 2002 telah datang
ke Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum UM S
limaorang KepaaDesadi Kecamatan M ojogedang Kabupaten Karanganyar,
memintabantuanjasabantuan hukum. Kdimaorang KepdaDesadi Kecamatan
Mojogedangituidah, Sumarno KepaaDesaSewurgo, Sujudi KepalaDesa
Sambipitu, Ramidjan K epalaDesaPotoraman, Rohadi KepalaDesaProliman,
dan Samidi KepalaDesa Segoroyoso. KelimaK epala Desatersebut datang
mewakili 6 (enam) orang tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan
(pembakaran) merupakan penduduk Dusun Surak DesaSewurgjo K ecamatan
M ojogedang. Keenam orang yang ditangkap dan disangkasebagai pelaku
tindak pidanaitu adalah (1) Cipto Sarjono, 37 tahun, tani; (2) Narto Edos,
33 tahun, tani; (3) Warino, 35 tahun, 42 tahun, tani; (4) Parno, 32 tahun, tani;
(5) Ngadiman, 40 tahun, tani; dan (6) Sukatmo, 45 tahun, tani.

Duduk perkaranyaadal ah demikian. Tanggal 7 Juni 2002 pagi hari,
Ngadiman (40 tahun) petani dan memiliki bebergpaekor sapi penduduk Desa
Sewuregjo, mengetahui seekor sapinyatelah hilang dicuri orang. Peristiwa
kehilangan sapi seperti itutelahterjadi berulangkali di bebergpadesasekitarnya
di Kecamatan Mojogedang. Dari berbagal peristiwapencurian sgpi itu, terdapat
petunjuk bahwa pel aku pencurian adal ah Supomo (37 tahun) wargaDusun
Surak Desa Sewurejo yang pekerjaannyatidak menentu. Kasuspencurian
sapi telah terjadi berkali-kali, dan setiap kali dilaporkan kepadakepolisian
Sektor Mojogedang, tidak membawahas| pogtif, karenasetigpkali tersangka
pel aku pencurian ditangkap dan ditahan, lalu segera puladibebaskan tanpa
proses peradilan.

Perisiwa kehilangan sgpi yang terjedi berulang-ul ang seperti itu, membuat
wargadesadi beberapadesa yang berdekatan merasasangat jengkel dan
memendam amarah. Sementaraitu, kel eluasaan Supomo yang setiap kali
ditangkap dan dibebaskan lagi sampai berulangkali, mengesankan dirinya
kebal hukum dan membuatnyamenjadi bersikap sombong di depanwarga
desa. Sikap sombong dan menantang yang sering diperlihatkan Supomo
menyebabkan ke engkelan tidak hanyamerata padawargadesamelainkan
jugamembuat kesal paraK epalaDesadan para perangkat desamerasakan
kejengkelan luar biasa. Supomo dipandang sebagai parasit yang banyak
merugikan wargadesa.
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Pada peri stiwa pencurian yang terakhir itu, Ngadiman sebagai korban
pencurian bersamatetangganyaSukatmo (34 tahun) yangjugapernah kehilangan
sa0i, berusahamencari kemanasapinyadibawapergi. Ngadiman dan Sukamto
pergi ke Mojogedang dan menemui belantik sapi setempat bernamaKarjono
(53 tahun) apakah diamembeli sapi dengan ciri-ciri tertentu seperti yang
disebutkan Ngadiman. Karjono mengakui memang membeli sapi dengan
ciri-ciri yang disebutkan Ngadiman, dan mempers|ahkan mencek kekandang
karenasapi itu memang masih adadi kandang. Sapi seperti yang dimaksudkan
Ngadiman memang benar adadi kandang. SelanjutnyaketikaNgadiman
menanyakan dari sigpaK arjono membei sapi itu, menurut Karjono sapi itu
dibelinyadari Supomo warga Desa Sewurejo.

Dengan membawainformasi itu Ngadiman dan Sukamto kembali ke
Desa Sewurejo dan mengabarkan hasil temuannyakepadawargadesayang
lain. Saat itu hari telah melewati tengah hari. Selanjutnyamerekaberdua,
dengan menggjak Cipto Sarjono (37 tahun), Narto Edos (33 tahun), Warino
(42tahun), Parno (32) tahun berusashamencari Supomo di rumahnya. Setelah
ditemukan, Ngadiman mengatakan bahwa sapinyayang hilang semalam
ternyatadicuri dan dijual oleh Supomo kepadaK arjono. Mendengar tuduhan
itu, Supomo membantah dan menantang mereka untuk membuktikan
kebenaran tuduhanitu.

Oleh karena Supomo tidak mengakui bahwadial ah pelaku pencurian
sapi itu, makamerekaberenam memaksa Supomo untuk ikut dengan mereka
ke M ojogedang yang berjarak sekitar 17 kilometer untuk membuktikan bahwa
sapi yanghilangdicuri itudijua Supomo kepadaK arjono. Merekaberombongan
berangkat ke M ojogedang dengan menyewatruk Colt diesel bak terbuka.
Setelah sampai di Mojogedang dan telah melihat sapi itu, barulah Supomo
tidek bisalagi mengd ak bahwadia ah pel aku pencurianitu. Selanjutnyamereka
kembali ke desa, dengan maksud untuk disampaikan kepada K epalaDesa
dandisdangkan di Baa DesaSewurgjo. M erekaberharap dengan pengakuan
itu, Sdang di Balai Desadapat memaksa Supomo untuk mengganti kerugian
yang dialami oleh Ngadiman dan wargalain yang pernah menjadi korban
pencurian sapi yang dilakukan Supomo.

K etikamereka berombongan dengan menaiki Colt diesel kembdi dari
Mojogedang, hari tel ah senjadan ketikamelewati jalan di [ahan perkebunan
milik penduduk hari telah malam. Di perjaanan di tengah lahan perkebunan
yang sepi, truk Colt diesdl yang merekatumpangi dicegat ol eh sgjumlah besar
wargadesayang bergerombol di jalan dengan membawapenerangan oncor
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dan belarak. M assamemaksakendaraan berhenti dan berteriak-teriak emos

supaya Supomo turun dari kendaraan. Selanjutnyamassa berteriak-teriak

Supaya Supomo dibunuh, dibakar hidup-hidup. Massayang sulit dikendi ddam

kegelapanitu memaksa Supomo keluar dari jalan dan menggelandangnya

ke tengah kebun. Tanpakej elasan sigpayang melakukan, Supomo disiram
dengan bensin dan kemudian dibakar dengan oncor belarak. Supomo seketika
terbakar api, untuk sementaradiamasih berusahaberlari tetapi kemudian
roboh dan meninggal di tempat kejadian. Massayang melihat kematian

Supomo kemudian beranjak pergi.

Perigtiwapembakaran itu berlangsung di dalam kegel apan disaksikan
oleh Ngadiman dan kawan-kawan yang dicekam ketakutan dan kebingungan,
sementaramerekatidak bisamemastikan siapa-siapaorang yang memaksa
turun Supomo dari kendaraan dan kemudian beramai-ramai menyeret ke
tengah kebun, menyiram dengan bensin dan membakarnya hinggatewas.
K eenam orang tersangkapada hari kedatangan limaKepalaDesaitu telah
ditangkap dan sudah berada dalam tahanan K epolisian Resort Karanganyar.

Sehubungan dengan adanya permintaan jasa bantuan hukum kepada
Biro Konsultas dan Bantuan Hukum UniversitasM uhammadiyah Surakarta,
berkaitan dengan sangkaan kepadaenam orang sebagal pel aku tindak pidana,
maka beberapa berapamasal ah yang timbul dapat dirumuskan.

1. Bagamanatanggapan atau respon dari pihak Kepolisian dalam menghadapi
paratersangkayang didampingi Tim Penasihat Hukum?

2. Langkah-langkah apayang harusdilakukan Tim Penasihat Hukum dalam
berhubungan dengan paratersangkasebagal klienyang memerlukan bantuan
hukum?

3. Langkah-langkah apayang harusdilakukan Tim Penasihat Hukum dalam
mel akukan kegiatan pemberian bantuan hukum kepada paratersangka?

Tujuan Kegiatan ada ah:

1. Membantu pihak Kepolisian dalam mengungkapkan kebenaran tentang
Ssesuatu perkarayang menjadi dasar sangkaan kepadaenam orang tersangka
pel aku tindak pidana pembunuhan dengan pembakaran.

2. Méelakukan pendampingan kepadaparatersangkadalam proses peradiilan
pidanakhususnyapadatahap penyidikan di kepolisian sehinggadapat
berlangsungfair, wajar dan proporsiona menurut hukum acarapidana.

3. Memberikan upayaadvokas sehinggaparatersangka dapat memperoleh
hak-haknyasebaga warganegarayang dilindungi oleh hukum danterhindar
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dari perl akuan sewenang-wenang dari gparat penegakan hukumkhususnya
paraproses penyidikan di instans kepolisian.
Adapun manfaet kegiatan adal ah:

1. Mewujudkan proses pemeriksaan/penyidikan yang lancar, proporsional
dan adil terhadap para tersangka sebagal warga negara yang sedang
tersangkut sesuatu perkarapidana

2. Memberikan rasa percayadiri kepada paratersangka sebagai warga
negarayang terlibat perkarapidanabahwamerekajugamemiliki hak-hak
yang dilindungi oleh hukum dan oleh karenaitu jugaberhak memperoleh
perlakuan yang proporsional, jujur dan adil menurut hukum acarapidana.

3. Paratersangkadapat memperoleh hak-haknyasebagal warganegarayang
dilindungi oleh hukum danterhindar dari perlakuan sewenang-wenang dari
aparat penegakan hukum khususnya paraproses penyidikan di instans
kepoligan.

METODE KEGIATAN

Pengabdian padamasyarakat yang berupa pemberian bantuan hukum
ini dilakukan dengan menggunakan metode atau prosedur litigasi, yakni
berupayamembantu berlangsungnya proses penyel esaian perkaramel alui
sistem peradilan (pidana). Oleh karenametode atau prosedur yang ditempuh
adaahlitigas, makakegiatan nyatayang dilakukan ada ah berupapemberian
bantuan hukum kepada paratersangkadengan ja an memberikan pemahaman
kepada para tersangka tentang hak-hak mereka sebagai tersangka yang
dilindungi oleh hukum dan sel anjutnya mel akukan pendampingan selama
berlangsungnyaproses pemeriksaan atau penyidikan oleh kepolisian.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

K egiatan pengabdian padamasyarakat berupapemberian bantuan hukum
ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan paratersangkadalam proses
penyidikandi Kepolisan Resort Karanganyar. Dari hasl pemerikssarv/penyidikan
terhadap keenam tersangka, terungkap bahwapos s keenamtersangkadaam
peristiwapembunuhanitu, tidak mampu mencegah tindakan anarkhismassa
daamjumlah besar di tengah kegd gpan ma am yang menggelandang s korban
dan kemudian menyiramkan bensin dan membakarnya.

Dari kronologi peristiwaitu tampak bahwakeenam tersangkatidak
mempunyai keinginan terjadinyatindakan anarkhismassayang emosiond itu.
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K eterlibatan merekaberenam daam peri stiwapembunuhan dengan pembakaran
itudalam situasi force mayeur/vis absoluta, atau daya paksaabsolut yang
tidak mungkin bisadihindarkan. Secarateoretiskonseptud, suatu tindak pidana
yang terjadi dalam kondis dayapaksaabsolut (force mayeur/vis absoluta)
merupakan alasan yang mengapuskan kesalahan dari s pelaku. Hal ini berarti
tindak pidanayang terjadi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadas

terdakwa. Adanyakeadaan semacamitulgimnyamembawakonsekuens s

terdakwa dianggap tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana.

Secarateoretis, keedaan dayapaksaabsolut (force mayeur/vis absoluta)
merupakan sal ah satu sebab yang menimbul kan a asan penghapus kesal ahan
dari s pelaku. Dengan adanyadaya paksaabsol ut yang menyertai terjadinya
Suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidanaoleh undang-undangini,
maka perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada pel akunya.

Sementaraitu, sangkaan atau tuduhan kepadakeenam tersangkadalam
kasusini adal ah melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksudkan dalam
Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat
pernyataan:

“(1) Barangs apaterang-terangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan
kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidanapenjara
paing lamalimatahun enambulan.

(2) Yang bersdah diancam:

ke-1: dengan pidanapenjara paling lamatujuh tahun, jikadengan sengagja
menghancurkan barang atau jikakekerasan yang digunakan mengakibatkan
lukarluka;

ke-2: dengan pidana penjarapaling lama sembilan tahun, jikakekerasan
mengakibatkan lukaberat;

ke-3: dengan pidanapenjarapaling lamaduabelastahun, jikakekerasan
mengakibatkan maut.”

Secarakonseptua, penjatuhan pidanaterhadap tersangkapel aku tindak
pidanahanyadapat dil akukan bilamanasyarat-syarat pemidanaan terpenuhi.
Syarat-syarat yang harusterpenuhi untuk dapat dijatuhkannyapidanakepada
seseorang, idah (1) terpenuhinyasyarat pemidanaan yang objektif yang berupa
adanyatindak pidana, dan (2) syarat pemidanaanyang subjektif yang berkaitan
dengandiri pelakunya, dalam hal ini adalah kesalahannya. Unsur-unsur dari
tindak pidanamédliputi (8) perbuatan (dalamtindak pidanayang perumusannya
bersifat materiil harusdisertal adanyaakibat); (b) ancaman pidana; (c) sifat
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melawan hukum (dalam arti tidak ada a asan pembenar); sedangkan unsur-
unsur dari kesalahan meliputi (a) adabentuk kesal ahan berupakesengajaan
(dolus) ataupun keal paan (culpa); serta(b) adanyakemampuan bertanggung
jawab dari s pelaku (dalam arti tidak adaal asan pemaaf).

Untuk menentukan apakah syarat-syarat pemidanaan baik yang objektif
(tindak pidana) maupun yang subjektif (kesal ahan) terpenuhi atau tidak, maka
dalam pemeriksaan perkaradi sidang pengadilan, jaksapenuntut umum harus
dapat membuktikan semua unsur yang terdapat di dalam syarat-syarat
pemidanaanitu. Jadi harusdapat dibuktikan bahwasemuaunsur dari tindak
pidanaterpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenar, demikian jugadengan
semuaunsur kesalahan terpenuhi dan tidak adaal asan penghapuskesal ahan.

Ddam konteks peristiwapembunuhan dengan jalan pembakaran yang
menyebabkan keenam orang menjadi tersangka, terlinat dari kronologi peristiwa
bahwa posis keenam tersangkaberadada am Stuas dayapaksayang absolut,
jadi padadiri keenam tersangkatidak terdapat unsur kesengajaan ataupun
kealpaan. Oleh karena itu, sebenarnyatidak terdapat alasan kuat untuk
menindaklanjuti hasil pemeriksaan perkaraini ketingkat penuntutan.

Dengantelah slesainya proses pemeriksaan/penyidikan oleh penyidik
reserse, selanjutnya Tim Penasi hat Hukum berupayamendiskusikan hasil
penyidikan dengan K epalaK epolisian Resort beserta KepalaUnit Reserse
sertaK epala Desa-K epala Desayang hadir yakni Sumarno KepalaDesa
Sambirgo, Sujudi KepdaDesaSambipitu, Ramidjan KepaaDesa Potoraman,
Rohadi KepaaDesaProliman, dan Samidi KepalaDesaSegoroyoso. Daam
diskus dikemukakan oleh paraK epala Desabahwasesungguhnyasdamaini
korban meninggal Supomoitutelahlamamenjadi parasit atau benalu bagi
masyarakat desa-desadi K ecamatan Mojogedang, karenasering melakukan
pencurian. Dengan demikian, kematian si korban justru merupakan berkah
bagi masyarakat desa karenadiharapkan tidak akan adalagi kasus-kasus
pencurian yang serupadi kemudian hari.

Bertitik tolak dari kessmpulan hasil penyidikan dan ditambah dengan
penjelasan dari paraK epalaDesadi K ecamatan M ojogedang itu, disepakati
secaratigapartai, Kepolisian, Tim Penasi hat Hukum dan paraKepalaDesa
bahwaperkaraitu akan dihentikan, ddam arti perkaraitu tidak akan dilanjutkan
ke tingkat kejaksaan. Dengan demikian, keenam tersangka dapat segera
dilepaskan dari tahanan. Atas permintaan Tim Penasihat Hukum dan para
Kepala Desa, maka keenam tersangka segera dilepaskan dari tahanan
kepolisan.
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SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

1.

Kepolisian sebagai institusi pelaksanasi stem peradilan pidana, pada
pring pnyamerasaterbantu dengan kehadiran Tim Penasihat Hukum para
tersangka, oleh karenakehadiran Tim Penas hat Hukumini dgpat membantu
kel ancaran proses pemeriksaan/penyidikan.

Pemberian bantuan hukum berupa pendampingan paratersangkaatau
terdakwa dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, berpengaruh
positif berupameningkatnya percayadiri dan memungkinkan tersangka
atau terdakwamendapatkan perlakuan yang fair, jujur dan adil melalui
proses pemeriksaan/penyidikan yang sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan undang-undangan.

Daam hukum pidanadikenal adanyaal asan-al asan penghapus pidana,
dan manaka adaam pemeriksaan suatu perkarapidana, telah diketahui
sgjak awal adanyaalasan penghapus pidana, baik yang berupaalasan
pembenar yang menghilangkan sefat melawan hukumnya perbuatan
ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesal ahan terdakwa, maka
pihak gparat penegak hukum cenderung memilih menghentikan pemeriksaan
perkara.

Saran
1. Diluar keinginan sendiri seseorang bisatersangkut padasuatu perkara

pidana, oleh karena itu seseorang yang tersangkut perkara pidana
seyogyanyasesegeramungkin melakukan kontak atau hubungan dengan
ahli hukum profesional untuk memintajasahukum atau bantuan hukum,
yang memberikan pendampingan dalam proses pemeriksaan perkara.
Pimpinan masyarakat atau pemerintahan padatingkat loka perluberskap
tanggap terhadap kebutuhan hukum warganyayang bisajadi di luar
kehendaknyaterlibat ddam kasus-kasuske ahatan yang merugikandirinya
Sikap tanggap ini bisa dilakukan dalam bentuk kepedulian pada
kepentingan hukum merekadengan mencarikan Tim Penasihat Hukum.
Pihak Kepolisian sebagal penanggungjawab resmi keamanan dan ujung
tombak sistem peradilan pidana, seharusnyaberusahamenegakkan hukum
secarakong sten dan transparan, sehinggabisamenghindarkan terjadinya
kekecewaan wargamasyarakat yang bisaberlanjut padatindakan main
hekimsendiri.
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